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PENDAHULUAN 

Sejak beberapa tahun terakhir, berita Indonesia banyak terisi dengan adanya 

kasus tindakan terorisme. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kasus 

peledakan bom yang dilakukan oleh para terorisme di beberapa tempat ibadah 

ataupun tempat umum di kota Surabaya pada tahun 2018. Kota Surabaya 

sebelumnya telah dikenal sebagai ibu kota provinsi yang aman dan ramai akan tata 

usaha (Antara, 2019), sehingga dengan adanya kasus pengeboman seketika 

mengubah citra tersebut. Di sisi lain, kasus terorisme di Surabaya diawali dengan 
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Transnational terrorism crime acts have become a 

security issue that threatens Indonesia which cannot 

be separated from the responsibility of the police as 

law enforcers and community security guards. The 

bomb terror case that occurred in Surabaya in 2018 

has become a concern for the Intelligence and 

Security Unit at the Resort Police of Surabaya to 

initiate, accompany, and promote any operational 

activities, to avoid similar incident in the future. 

This article focuses on how the strategy of the 

Resort Police of Surabaya in preventing 

transnational terrorism crime after the bombing 

attack in the city of Surabaya last 2018. In the 

discussion, the writer uses a qualitative research 

method based on primary and secondary data 

reviewed through the non-traditional security 

concept. The results indicate that the Resort Police 

of Surabaya (Polrestabes) has several strategies for 

the prevention of similar cases, including the 

development of institutional policies and systems, 

strengthening the capacity of police personnel, 

expanding internal and external cooperation 

networks, and increasing the intensity of guidance 

to former perpetrators of terrorism criminal acts and 

their families to return to their normal life which is 

carried out regularly in supporting efforts to prevent 

transnational terrorism crime acts, especially in the 

big city of Surabaya. 
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peledakan bom tiga gereja sebagai target para terorisme, kemudian diikuti dengan 

pengeboman di markas Polrestabes Surabaya sebagai target selanjutnya. Tidak 

hanya di Surabaya, tahun berikutnya ada beberapa tempat lain yang juga menjadi 

sasaran bom teroris, seperti kejadian di Sibolga, Pos Polisi Sukoharjo, hingga 

pengeboman yang kembali terjadi di Polrestabes Medan (Kompas, 2019). 

Munculnya kasus serupa yang dilakukan oleh para terorisme tersebut, 

menurut kepolisian untuk bekerja lebih keras sesuai dengan Undang-Undang Pasal 

2 ayat 1 No. 2 pada tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara 

Republik Indonesia memiliki fungsi utama sebagai alat negara dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

pengayoman, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat hingga dapat 

memelihara keamanan yang ada di dalam negeri.  Berkaitan dengan hal tersebut, 

dapat dikatakan bahwa penegakan hukum di hampir setiap negara membutuhkan 

institusi kepolisian untuk menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh 

sektor kehidupan masyarakat (Anshar & Setiyono, 2020). Adanya penegakkan 

hukum, tentu juga mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Di 

sisi lain, pihak kepolisian juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan yang harus 

memperhatikan nilai-nilai di masyarakat. Sebagai bagian dari fungsi dan perannya, 

pihak kepolisian juga diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan 

masyarakatnya termasuk melindungi dari adanya serangan terorisme.  

Usai terjadinya peledakan bom teror di Surabaya silam, Undang-Undang 

terkait tindak pidana terorisme nomor 5 tahun 2018 pasal 1 mulai disahkan, yakni 

disebutkan bahwa tindakan terorisme merupakan segala macam perbuatan yang 

melibatkan adanya tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang 

memunculkan adanya rasa takut atau suasana teror secara meluas, yang dapat 

menimbulkan korban bersifat massal, ataupun menimbulkan kehancuran atau 

kerusakan terhadap Iingkungan hidup, dan objek-objek yang bersifat strategis. 

Adapun kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum yang berdasarkan pada isu-isu 

politik dan ideologi yang menyebabkan adanya gangguan keamanan juga dapat 

menggambarkan adanya tindakan terorisme yang terjadi. Berkenaan dengan hal 

tersebut, peristiwa peledakan bom di Surabaya menuntut dilakukan penanganan 

serius oleh pihak kepolisian, baik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), 

ataupun Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, yang secara khusus 

juga menjadi salah satu titik terjadinya perkara, termasuk dalam upaya 

mengidentifikasi pelaku, mencari penyebab adanya tindakan tersebut, serta strategi-

strategi yang dilakukan untuk menghindari adanya peledakan kembali. 

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam 

mencegah adanya tindakan terorisme kembali di kota Surabaya dilakukan untuk 

menjadi gambaran bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam pencegahan tindak 

transnasional terorisme di masa mendatang. Pada dasarnya, para pelaku terorisme 

memiliki pergerakan ataupun komunitas sendiri dalam mewujudkan visi dan 

misinya yang dapat menyebabkan adanya keresahan atau tidak adanya rasa aman 

yang dimiliki oleh masyarakat setempat (Ropi, 2018). Terlepas dari latar belakang 

yang dimiliki oleh para pelaku tindak terorisme, apabila dipandang dari sudut 

pandang agama tidak terdapat satupun agama yang membenarkan tindakan 
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pengeboman terhadap suatu masyarakat ataupun wilayah-wilayah tertentu yang 

sedang dalam keadaan aman. Adapun hal ini diperkuat dengan adanya pembahasan 

secara meluas oleh para ilmuwan sosial, bahwa pada dasarnya tidak dapat 

ditemukan adanya hubungan antara agama dan tindakan terorisme yang dilakukan 

oleh para pelaku pengeboman tersebut (Galtung, 1996; Naharong, 2014), 

melainkan adanya gangguan dari faktor psikologis yang dapat menjadi pondasi 

tindakan teror tersebut dilakukan (Sarwono, 2012). 

Penulis memfokuskan pembahasan pada strategi yang telah dilakukan oleh 

Polrestabes Surabaya dalam rangka mencegah tindakan terorisme kembali terulang 

setelah kejadian pengeboman di kota Surabaya 2018, termasuk di dalamnya upaya 

pencegahan tindak terorisme di markas Polrestabes Surabaya, maupun upaya 

pencegahan tindak terorisme di kota Surabaya. Tujuan penelitian ini ialah untuk 

memaparkan strategi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mencegah 

dan mengantipasi transnasional terorisme pasca terjadinya pengeboman di 

Surabaya pada tahun 2018. Hal ini dianalisis menggunakan konsep terorisme dari 

Anthony Richards (Richards, 2014) yang mendeskripsikan bahwa terorisme 

merupakan bagian dari tujuan politik, berkaitan erat dengan ideology atau perilaku 

tertentu, dan korbannya dapat berasal dari kalangan manapun. Pada penelitian ini, 

konsep tersebut diaplikasikan dengan mengimplementasikan fakta yang ada dengan 

konsep terorisme tanpa memandang agama atau budaya tertentu melainkan pada 

perbuatan, tujuan, serta dampak akhir dari aksi pelaku terorisme yang terjadi di 

Surabaya pada tahun 2018. 

Berkaitan dengan adanya pencegahan terhadap tindak transnasional 

terorisme di kota Surabaya, penulis meninjau adanya pengatasnamaan agama yang 

dilakukan oleh para pelaku terorisme. Hal ini dapat berbahaya bagi agama itu 

sendiri yang pada dasarnya tidak mengajarkan para penganutnya untuk melakukan 

tindak terorisme (Yunus, 2017). Dalam mencegah terjadinya tindak terorisme, juga 

dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah Indonesia terlebih sejak berakhirnya 

masa orde baru. Hal ini disebabkan oleh era demokratisasi yang juga dapat menjadi 

faktor munculnya teroris-teroris baru yang memiliki tujuan utama untuk mengganti 

ideologi negara Indonesia (Mukhtar, 2016). Selain itu, Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga memiliki strategi utama dalam mencegah 

adanya terorisme, berupa seluruh masyarakat dan pemuda juga harus ikut turun 

dalam memerangi tindakan tersebut khususnya bagi para pemikir radikal. Sebab 

pada dasarnya, radikalisme merupakan akar utama munculnya terorisme di tengah 

masyarakat (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2016). Namun 

demikian, pengeboman yang terjadi di Surabaya telah memberikan dampak 

terhadap para korban khususnya, dan pada masyarakat pada umumnya. Dampak ini 

berupa adanya mental secara psikologis, kerugian pada bidang ekonomi dan 

lingkungan, serta berakibat pada kesehatan secara fisik bagi para korban berupa 

luka-luka hingga kematian (Thenarianto, 2020). 

 Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan 

adanya novelty atau kebaruan yang telah diteliti oleh penulis berupa penelitian 

terkait strategi dalam mencegah adanya tindak transnasional terorisme pasca 

pengeboman di Surabaya tahun 2018 yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya 

belum pernah dilakukan atau dipublikasikan sebelumnya. Baik strategi secara 
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operasional di markas Polrestabes Surabaya, ataupun strategi dalam pengamanan di 

kota Surabaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya pasca terjadinya 

pengeboman tersebut. Di sisi lain, adanya penelitian terkait penghargaan sebagai 

apresiasi dari pemerintah ataupun kerja sama yang dilakukan dengan para korban 

sebagai upaya pencegahan tindak terorisme belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Adapun persamaan yang ada dari artikel ini dengan artikel-artikel yang telah 

ditinjau sebelumnya ialah terletak pada pendefinisian terorisme, dampak terorisme 

bagi negara, serta terorisme sebagai isu non-tradisional yang ada di Indonesia. 

Namun demikian, persamaan-persamaan tersebut dikembangkan oleh penulis 

sebagai pelengkap dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, 

hasil penelitian berupa artikel yang telah dilakukan oleh penulis dapat dijadikan 

referensi atau alat untuk dikembangkan kembali dalam bidang keilmuan yang 

relevan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Adapun data yang dihasilkan berupa data primer dan sekunder. 

Data-data primer tersebut diperoleh dengan cara observasi langsung di lapangan, 

melakukan wawancara dengan atase Polrestabes Surabaya dan beberapa pihak yang 

ahli dan mengatasi kasus terorisme. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 

literatur berbasiskan jurnal, buku, dan situs resmi di internet. Dalam pengujian 

validasi data, penulis menggunakan waktu yang relatif lebih dalam untuk 

melakukan observasi dan wawancara penggalian data penelitian di lapangan, 

diskusi lanjutan oleh para pakar, serta adanya triangulasi yang melandaskan teori 

dan sumber sebagai pembanding. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terorisme dan Keamanan Non-Tradisional 

 Dalam prosesnya, seseorang mengalami tiga tahapan hingga dapat 

bertindak sebagai seorang teroris. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya, bahwa tiga tahapan ini 

diawali dengan adanya eksklusifitas dari calon pelaku. Pada tahapan eksklusifitas 

ini, pemerintah dan para atase di setiap lembaga pendidikan baik pada tingkatan 

sekolah maupun universitas memiliki peran utama dalam memberikan pemahaman 

para setiap siswa dan mahasiswa terkait tindakan terorisme dan segala hal yang 

terkait dengannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya perkembangan 

yang terjadi, dari tahapan eksklusifitas tersebut. Apabila seseorang telah berlaku 

eksklusif, tanpa adanya pemahaman lebih lanjut dapat membawanya pada tahap 

radikal. Pada tahapan ini, seseorang yang radikal dapat memberikan doktrin atau 

ajakan terhadap orang lain agar memiliki pemikiran yang sama dengannya hingga 

tujuan utamanya dapat tercapai.  

Dalam hal ini, seorang radikalisme dalam diskursus global belum bertindak 

layaknya seorang teroris, namun ia dapat memberikan ajakan atau perintah terhadap 

teroris untuk melakukan aksi teror ataupun kekerasan sebagai jalan untuk mencapai 
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tujuannya tersebut (Isnawan, 2018). Kemudian pada tahap akhir, tanpa adanya 

penanganan terhadap radikalisme dapat menjadikannya sebagai seorang terorisme 

yang berbahaya bagi keamanan nasional maupun regional secara non-tradisional 

(Respati et al., 2020). Sebab pada dasarnya, adanya aksi terorisme dalam suatu 

negara dapat memberikan dampak bagi negara lain pula (Gamage et al., 2020). Di 

sisi lain, konotasi konsep terorisme telah mengalami beberapa perubahan sejak 

tahun 1930an. Berawal dari makna percobaan pembunuhan atau pembunuhan 

secara langsung yang ditargetkan terhadap pemimpin keluarga maupun pemimpin 

negara sebagai korbannya, menjadi masyarakat sipil secara umum sebagai 

korbannya. Adapun pembunuhan yang melibatkan masyarakat sipil sebagai 

korbannya, merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tingkat 

terberat. Terlebih, apabila tanpa adanya alasan khusus ataupun kesalahan yang telah 

dilakukan oleh korban (Tjarsono, 2012). 

 Dalam konsepnya, keamanan nasional merupakan adanya kemampuan dari 

suatu bangsa dan negara dalam mencegah adanya ancaman dari pihak luar terhadap 

nilai-nilai internalnya (Amaritasari, 2015). Adapun keamanan non-tradisional, 

merupakan perkembangan dari keamanan tradisional yang merupakan isu-isu 

keamanan tanpa melibatkan adanya aspek militer serta dapat memiliki dampak 

yang cukup serius terhadap keamanan secara internasional, regional, ataupun 

nasional sekalipun (Rachman & Bainus, 2017; Sagena, 2013). Dengan demikian, 

adanya keberadaan terorisme di Indonesia dapat mengancam keamanan nasional 

sebab dapat berdampak pada berkurangnya rasa percaya dan kenyamanan yang ada 

pada diri masyarakat nasional. Dampak lain dapat dirasakan secara global, seperti 

ketidakamanan nasional akibat adanya tindak terorisme tersebut dapat menghambat 

adanya kerjasama Indonesia dalam skala internasional, baik dalam bidang 

perekonomian, politik, maupun dari segi kunjungan pariwisata (Widajatun & 

Ichsani, 2019). Dalam hal ini, besarnya ancaman keamanan nasional akibat 

banyaknya aksi terorisme yang telah terjadi menjadikan Indonesia melakukan 

berbagai macam upaya dalam penanganannya (Windiani, 2018). Namun demikian, 

indeks terorisme secara global mencatat Indonesia sebagai negara dengan tingkat 

keamanan ke-37 tertinggi pada tahun 2020 dengan pengaruh yang berada pada 

posisi medium (Institute for Economics & Peace, 2020).  

 Tingginya tingkat ancaman keamanan di Indonesia khususnya pada kasus 

terorisme, dapat memiliki peluang adanya keterkaitan antara isu keamanan non-

tradisional dan isu keamanan tradisional di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh 

adanya kepentingan nasional yang terdapat di dalam isu keamanan non-tradisional 

tersebut. Peluang adanya keterkaitan tersebut diperkuat dengan tugas pokok TNI 

untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Sebab pada dasarnya, tindakan 

terorisme tidak hanya menyebabkan ancaman keamanan, kenyamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat, melainkan telah berkembang hingga menimbulkan 

ancaman dalam hal kedaulatan, ideology, hingga ancaman terhadap integritas 

territorial Indonesia. Di satu sisi, adanya instrumen penegak hukum dalam fungsi 

TNI memiliki potensi untuk mencederai agenda reformasi dan demokrasi apabila 

terlibat langsung dalam penanggulangan terorisme (The Habibie Center, 2018). 

Namun di sisi lain, adanya kerjasama yang kuat dalam menanggulangi terorisme 
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antara pihak kepolisian dan TNI dapat memiliki peluang besar untuk membuat 

tingkat keamanan Indonesia dari tindakan terorisme semakin menguat pula. 

Hal ini dapat dinyatakan sebagai tantangan yang dimiliki oleh Indonesia 

untuk dapat terus meningkatkan keamanan nasionalnya secara massif. Selain 

dengan adanya peran yang dimiliki oleh Polri ataupun TNI, kepolisian pada tingkat 

resor juga memiliki peran khusus dalam mencegah adanya tindak terorisme 

khususnya pada kota-kota besar. Sebab pada dasarnya, dapat dianalisis bahwa 

semakin besar suatu kota ataupun daerah dapat memiliki peluang yang lebih besar 

pula bagi terorisme untuk melakukan aksi terornya, sehingga mengharuskan adanya 

tingkat kemanan yang lebih tinggi pula. Adapun peningkatan keamanan ini 

didasarkan oleh adanya keamanan negara, pertahanan negara, keamanan 

masyarakat, serta adanya keamanan manusia sebagaimana yang terdapat dalam 

konsep keamanan nasional (Anakotta & Disemadi, 2020). Dengan demikian, 

keamanan negara Indonesia dapat mengalami peningkatan dan dapat mengurangi 

adanya tindakan terorisme yang terjadi. 

 

Bom Teror di Surabaya  

 Berkenaan dengan tindakan terorisme yang dapat menyebabkan ancaman 

terhadap keamanan nasional dan ketidaknyamanan dalam kalangan masyarakat, 

tidak terlepas dari sistem pencucian otak yang dilakukan oleh para teroris terhadap 

masyarakat lainnya sebagai upaya untuk menambah mitranya dalam pemikiran 

yang sama hingga dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah (Goivani, 2018). 

Dalam hal ini, Johan Galtung menyebutkan bahwa seseorang yang sedang jatuh 

cinta ataupun juga para wanita merupakan target utama untuk dilibatkan dalam 

melakukan aksi terorisme (Galtung, 1996). Hal tersebut terjadi, sebab pada 

dasarnya para teroris beranggapan bahwa misi yang sedang dilakukan merupakan 

suatu perbuatan yang benar dan mulia, meski di sisi lain banyaknya kerugian yang 

disebabkan oleh tindakan terorisme tetap membenarkan adanya kekerasan dan 

ancaman bagi negara pada umumnya dan bagi masyarakat setempat pada 

khususnya yang melanggar hukum (Rahardanto, 2012).  

Sejak akhir tahun 1990-an, terdapat perbedaan pola serangan yang 

dilakukan oleh para terorisme di Indonesia. Pola ini bergeser dari serangan terhadap 

simbol-simbol pemerintahan Indonesia, menjadi mengatasnamakan jihad dalam 

agama (The Habibie Center, 2018). Adanya pengeboman yang dilakukan oleh para 

teroris di Surabaya dapat dianalisis sebagai adanya hasil dari penyebaran pemikiran 

yang dilakukan oleh para teroris terhadap masyarakat awam hingga mereka dapat 

ikut dalam golongannya, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran pola tersebut. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya sepasang suami dan istri yang membawa anak 

perempuannya dalam menjalankan aksi terorisme di markas Polrestabes Surabaya. 

Pelaku menggunakan kata perintah agama sebagai kata kunci ajakannya, yang pada 

dasarnya tidak ditemukan dalam agama manapun terkait adanya perintah untuk 

melakukan tindakan terorisme, melainkan disebabkan adanya kesalahan dalam 

memahami ajaran agama. Adapun pemahaman-pemahaman yang salah tersebut 

dikatakan oleh atase Polrestabes Surabaya sebagai hasil dari adanya pemikiran 

radikal yang terus berkembang hingga menjadikannya sebagai teroris.  
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Di sisi lain, melalui pengatasnamaan terhadap agama dalam aksinya 

tersebut, dapat mempermudah adanya pemasukan dana yang dibutuhkan untuk 

melakukan aksi terorisme. Hal ini dapat dianalisis melalui adanya Gerakan Sehari 

Seribu kemudian disetorkan untuk melakukan aksi terorisme ataupun dengan kotak 

amal di tempat ibadah, kedua sumber pendanaan terorisme tersebut telah berhasil 

diungkap dan dibekukan oleh PPATK (Fadholi, 2017). Kemudian telah ditindak 

secara hukum oleh pihak kepolisian. Pada dasarnya, dalam melakukan aksinya para 

teroris akan memerlukan dana yang cukup besar yang akan dikeluarkan untuk 

pembiayaan bahan peledak ataupun alat-alat penunjang lainnya. Dalam hal 

pendanaan, para pelaku terorisme dapat melibatkan berbagai macam pihak dari 

lintas batas negara yang memiliki persamaan dalam gerakan transnasional 

terorismenya. Meski pada dasarnya telah diterapkan sistem keamanan yang 

semakin ketat dari beberapa bank di Indonesia dalam mencegah terjadinya 

penyaluran dana transnasional terorisme (Hidayat & Jatikusumo, 2019). 

 Dari pengeboman yang terjadi di Polrestabes Surabaya tersebut, terdapat 

beberapa korban yang luka dari pihak kepolisian. Pemerintah memberikan 

kompensasi terhadap para korban tersebut berupa penghargaan ataupun bantuan 

finansial, psikologis dan medis yang juga bekerjasama dengan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi 

pemerintah atas pengamanan yang diberikan dari pihak kepolisian terhadap 

masyarakat. Namun demikian, korban luka akibat pengeboman dari pihak 

kepolisian tersebut mengatakan bahwa adanya bom teror tidak memiliki pengaruh 

yang besar terhadap kesehatan mental mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kesiapan mental yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian, hingga dapat dengan 

mudah menghadapi setiap resiko-resiko yang akan dialami selama masa tugas 

berlangsung. Namun hal ini tetap berpengaruh cukup besar terhadap mental para 

korban yang merupakan masyarakat sipil. 

 Dengan adanya korban yang diakibatkan oleh pengeboman tersebut, BNPT 

membentuk Forum Silaturahmi Penyintas atau yang biasa dikenal FORSITAS 

sebagai bentuk adanya kepedulian negara terhadap para korban tindakan terorisme 

di Indonesia. Selain untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap para 

korban secara berkelanjutan, forum tersebut juga didirikan sebagai bentuk 

kerjasama dengan para korban untuk pendeteksian dini terhadap para pelaku tindak 

terorisme. Di sisi lain, forum tersebut juga dibentuk sebagai upaya pencegahan 

terhadap adanya penyebaran paham yang radikal, dapat berpotensi untuk 

melakukan tindakan terorisme di Indonesia (BNPT, 2020). Di kota Surabaya, pihak 

Polrestabes melalui Satuan Intelijen dan Keamanan terus melakukan penyelidikan 

dan analisis dini untuk mencegah adanya tindakan terorisme di kota Surabaya 

secara umum. 

 

Pencegahan Terorisme di Polrestabes Surabaya 

 Dalam meningkatkan keamanan dan pencegahan terhadap adanya aksi teror, 

Polrestabes Surabaya memiliki peran penting khususnya pasca terjadinya 

pengeboman di Surabaya pada tahun 2018. Selain kota Surabaya sebagai 

penghubung antara Indonesia di bagian timur, barat, dan utara yang bersifat 

strategis, adanya kesempatan dan kurangnya pengamanan saat itu menjadikan aksi 
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bom terorisme dapat berjalan dengan mudah. Sebab pada dasarnya, Surabaya yang 

termasuk kota besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia, 

diperlukan adanya tingkat keamanan yang tinggi pula. Pencegahan oleh Polrestabes 

Surabaya ini dilakukan dari berbagai macam segi keamanan yang diawali dengan 

adanya pembangunan sistem dan kebijakan dalam lingkup Polrestabes Surabaya, 

pembangunan personel, perluasan kerjasama, hingga adanya pembinaan terhadap 

mantan dan keluarga pelaku tindak terorisme yang dilakukan secara berkala. 

 Atase Polrestabes Surabaya menyebutkan bahwa pembangunan sistem dan 

kebijakan pasca terjadinya pengeboman tersebut dilakukan dengan berbagai macam 

upaya, di antaranya dengan menerapkan sistem satu jalan pada pintu masuk dan 

pintu keluar di Polrestabes Surabaya, menggunakan adanya x-ray security scanner 

dan CCTV pada pintu masuk bagi setiap pengunjung baik dari pihak masyarakat 

maupun dari pihak Polrestabes Surabaya, pengalokasian lahan parkir dari halaman 

dalam markas menuju halaman luar markas Polrestabes Surabaya, hingga 

mewajibkan kepada seluruh tamu untuk melaporkan diri pada petugas yang sedang 

berjaga di pintu masuk dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya yang 

akan dikembalikan saat pengunjung akan menuju pintu keluar markas. Para petugas 

yang sedang menjaga pada pintu masuk dan pintu keluar tersebut diwajibkan 

menggunakan rompi anti peluru, serta melakukan persenjataan yang lebih ketat 

dengan selalu membawa senjata di tangannya sebagai antisipatif terhadap 

keamanan. Di sisi lain, diwajibkan pula bagi setiap pengunjung masjid untuk 

meletakkan barang bawaannya ke dalam lemari yang tersedia dan mengambilnya 

saat akan keluar dari masjid. Hal ini dilakukan, untuk menghindari adanya aksi teror 

saat ibadah tengah dilakukan. Adanya pembangunan pada sistem dan kebijakan 

dalam lingkup Polrestabes Surabaya ini, dilakukan sebagai upaya pencegahan 

adanya aksi terorisme kembali khususnya di kawasan markas Polrestabes Surabaya. 

 Selanjutnya, pembangunan personel yang juga termasuk salah satu upaya 

pencegahan adanya tindak terorisme, dilakukan dengan kewajiban kepada seluruh 

anggota kepolisian dengan latar belakang agama yang berbeda-beda untuk 

melakukan ibadah secara maksimal menurut ajarannya masing-masing. Hal ini 

dilakukan untuk membina setiap personel secara spiritual. Adapun dalam 

pembangunan personel tersebut, terdapat kajian-kajian khusus yang diberikan 

dengan jadwal yang telah ditentukan pada masing-masing agama kepercayaan 

personel dalam lingkup Polrestabes Surabaya. Di sisi lain, pembangunan personel 

secara psikologis dalam bentuk sosialisasi anti-terorisme juga dilakukan terhadap 

masyarakat maupun pihak kepolisian. Selain sebagai upaya pencegahan terjadinya 

aksi pengeboman kembali, hal tersebut  juga dilakukan sebagai upaya mencegah 

adanya perkembangan kuantitas pada keanggotaan gerakan terorisme ataupun 

gerakan-gerakan baru yang mengancam keamanan kota Surabaya secara khusus 

dan keamanan nasional pada umumnya. 

 Perluasan kerjasama dilakukan oleh Polrestabes Surabaya yang melibatkan 

para tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka instansi-instansi pendidikan, 

hingga para pemuka kemahasiswaan layaknya Badan Eksekutif Mahasiswa dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tingkat 

keamanan nasional yang baik, pencegahan adanya radikalisme, serta untuk 

meningkatkan kesadaran akan bahayanya terorisme bagi nusa, bangsa, dan negara. 
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Terlebih kerjasama yang dilakukan dengan pemuka instansi-instansi pendidikan, 

yang biasa dilakukan dengan para rektorat kampus pada tingkat Indonesia maupun 

kota Surabaya, dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan secara 

berkala untuk mendiskusikan langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang 

berkelanjutan dalam rangka mecegah adanya terorisme dari tingkat universitas dan 

dengan adanya sosialisasi anti-terorisme dan narkotika secara berkala pada skala 

universitas, telah menjadi salah satu hasil dari kerjasama tersebut. 

Di sisi lain, adanya pembinaan terhadap mantan terorisme beserta seluruh 

keluarganya juga dilakukan untuk menghindari munculnya bibit-bibit terorisme 

kembali. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi yang baik secara 

resmi maupun tidak resmi, memberikan ekstra edukasi secara spiritual dan 

akademik, ataupun dengan adanya dukungan finansial terhadap keluarga teroris 

yang telah ditinggalkan. Hal ini dilakukan sebab pada dasarnya, mantan narapidana 

terorisme ataupun keluarganya tetap bergabung dikalangan masyarakat umum, 

sehingga upaya pembinaan-pembinaan tersebut dilakukan untuk menghindari 

perkembangan kembali terkait pemikiran yang radikal di kalangan masyarakat 

awam. Adapun upaya utama yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam 

mencegah adanya tindak terorisme kembali. Polrestabes Surabaya semakin 

menguatkan visi dan misinya dengan TNI dan pemerintah pada tingkat daerah 

maupun provinsi. Baik dari segi kebijakan politik, kebutuhan finansial, maupun 

dalam pengamanan itu.  

Namun demikian, hubungan baik dengan masyarakat setempat juga 

dibutuhkan sebagai bentuk dari pola kemitraan yang biasa dilakukan melalui teknik 

penyelesaian masalah atau yang biasa disebut sebagai problem solving (Respati et 

al., 2020). Meski demikian, Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya 

menyatakan tidak adanya kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar negeri 

dalam penanggulangan terorisme. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan 

otoritas, Polrestabes Surabaya menaungi tingkat resor di bawah Kepolisian Daerah 

Jawa Timur. Adapun kerjasama dengan pihak luar negeri telah dilakukan dari pihak 

Polri. Sebab pada dasarnya, terorisme merupakan gerakan yang bersifat 

transnasional. Baik dari segi pendanaan, ataupun dari segi tindakan (Khamdan, 

2015). 

Kasus pengeboman di Surabaya diimplementasikan sejalan dengan konsep 

terorisme dari Richards (Richards, 2014) sebab korban yang dihasilkan dari 

perbuatan teror tersebut juga berasal dari kalangan sipil dan petugas keamanan, 

pelaku memiliki ideologi atau pemikiran tertentu yang secara psikologis 

memotivasi mereka untuk berbuat teror, serta adanya perlakuan politik yang 

dibuktikan dengan keinginan pelaku untuk memperbanyak anggotanya. Penulis 

menganalisis bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam 

pencegahan terorisme dilakukan secara maksimal dimana pendekatan-pendekatan 

secara spiritual, akademik, hingga pendekatan sosial dilakukan dengan baik. 

Namun demikian, kemajuan teknologi yang ada seharusnya dapat dimaksimalkan 

oleh Polrestabes Surabaya untuk bekerjasama dengan berbagai pihak pada 

jangkauan nasional maupun internasional untuk mencegah masuknya pendanaan 
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ilegal dalam keberlangsungan aksi terorisme. Sebab pada dasarnya, Surabaya 

sebagai kota yang besar tentu juga memerlukan tingkat pengamanan yang tinggi 

sehingga kejadian serupa tidak akan terulang lagi. 

Tantangan Polrestabes dalam Pencegahan Terorisme 

 Dalam kasusnya, pengeboman yang terjadi di Surabaya juga disebabkan 

oleh adanya kesenjangan sosial pada pelaku terorisme. Kesenjangan tersebut dapat 

mencakup ketidakadilan ataupun kemiskinan yang dirasakan oleh pelaku terorisme. 

Hal ini juga merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan 

kejahatan berdasarkan kebijakan kriminal (Widayati, 2019). Adapun dalam 

pencegahan terorisme pasca pengeboman di Surabaya pada tahun 2018, Polrestabes 

Surabaya dianalisis hampir tidak memiliki tantangan yang cukup serius hingga saat 

ini. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan analisis dini yang dilakukan oleh 

pihak Polrestabes Surabaya dalam pencegahan tindak terorisme, sehingga pelaku 

dapat terdeteksi sebelum terjadinya peledakan bom teror. Namun demikian, 

terdapat tantangan dalam bidang digital seperti penyebaran informasi dan kabar 

dapat tersebar luas hanya dalam hitungan detik, sehingga penanganan terhadap 

terorisme memiliki sedikit hambatan. 

 Pada dasarnya, adanya kemajuan teknologi dapat menjadikan media sosial 

sebagai sarana untuk menyebarkan dan memberikan contoh yang baik dalam hal 

positif khususnya dalam hal kemanusiaan (Parker et al., 2017). Hal ini dapat 

membantu untuk mengurangi adanya potensi kenaikan tindakan terorisme yang 

terjadi. Namun demikian, Polrestabes Surabaya secara khusus mengalami 

tantangan dalam mencegah adanya terorisme. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kebocoran informasi terkait pelaku terorisme yang baru saja diamankan secara 

meluas di kalangan masyarakat. Adanya kebocoran informasi tersebut dapat 

menghambat penanganan para pelaku terorisme khususnya yang berada di wilayah 

lain. Para kerabat terorisme yang belum diketahui dapat melakukan persembunyian 

atau mengurungkan aksinya sebab ditakutkan tertangkap sebagaimana kerabatnya 

yang telah menyebar data dirinya sebagai pelaku tindakan terorisme tersebut. 

Adapun kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan bagi para teroris dalam 

menyembunyikan identitas dan keberadaannya sebelum benar-benar berhasil 

diamankan oleh para aparat keamanan (Latif, 2018). 

Dengan demikian, dibutuhkan adanya akar hukum yang melandasi adanya 

pencegahan tersebarnya informasi terkait pelaku terorisme tersebut sebelum adanya 

kabar resmi dari atasan hukum terkait kasus tersebut. Hal ini sebagaimana yang 

terjadi pada bulan Maret 2021 lalu, pelaku terorisme berhasil diamankan sebanyak 

dua puluh orang. Namun demikian, informasi terkait data diri pelaku terorisme 

tersebut berhasil tersebar di grub media sosial yang mengakibatkan adanya 

hambatan dalam penanganannya oleh Polrestabes Surabaya secara khusus. Sebab 

pada dasarnya, kemajuan era globalisasi berdampak pada kemajuan teknologi 

informasi juga dapat mempermudah komunikasi yang dilakukan antara sesama 

gerakan transnasional terorisme (Mahyudin, 2016). 

SIMPULAN  
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Berdasarkan data serta analisis yang telah ditemukan, penulis 

menyimpulkan bahwa Polrestabes Surabaya telah melakukan berbagai macam 

upaya dan strategi dalam mencegah terjadinya terorisme sebagaimana pada tahun 

2018 yaitu melalui beberapa pendekatan termasuk pendekatan spiritual, akademik, 

dan sosial. Pada pendekatan sosial, Polrestabes Surabaya memperketat keamanan 

mulai pintu masuk gedung dengan pengecekan barang bawaan pengunjung, 

peraturan wajib lapor bagi pengunjung, larangan memarkirkan kendaraan di dalam 

kawasan Polrestabes, serta mewajibkan penjaga gerbang untuk memakai baju anti 

peluru dan membawa senjata. Pendekatan sosial juga dilakukan dengan cara 

komunikasi dan menyantunkan mantan teroris yang telah diidentifikasi untuk dapat 

memberikan informasi terbaru sekaligus untuk mencegah perbuatan teror kembali 

oleh mantan teroris tersebut. Pendekatan akademik dilakukan melalui sosialisasi 

tentang terorisme dan pemberian pengetahuan secara khusus pada institusi-institusi 

pendidikan untuk menghindari pencucian pemikiran oleh teroris pada ranah 

pendidikan. Adapun secara spiritual, pencegahan dilakukan melalui kajian 

keagamaan secara berkala untuk semua agama di kalangan Polrestabes Surabaya 

serta adanya dorongan untuk memperkuat ibadah secara praktek. Di sisi lain, 

tantangan dalam pencegahan terorisme oleh Polrestabes Surabaya berasal dari 

kemajuan teknologi yang dapat menyebarkan informasi dalam waktu yang sangat 

singkat. Maka dalam hal ini, penulis berpendapat diperlukan Undang-Undang Pers 

untuk membatasi penyebaran informasi penangkapan pelaku tindakan terorisme 

sebelum adanya kabar resmi dari atasan kepolisian. Sebab pada dasarnya, hal ini 

dapat menghambat penanganan kasus terorisme dari pihak kepolisian sebab teroris 

lain dapat melarikan diri sebelum diketahui keberadaannya atas dasar takut 

tertangkap. Semakin canggihnya teknologi dan adanya inovasi-inovasi yang baru 

dapat mengembangkan ruang gerak para pelaku terorisme dalam menjalankan visi 

dan misinya yang bertentangan dengan hukum, dan dapat mengancam keamanan 

nasional.  
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